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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1. Kesimpulan 
Implementasi kebijakan penanganan sampah di Kota Semarang dianggap belum 
optimal dalam pelaksanaannya, walaupun dalam beberapa aspek telah berjalan 
dengan baik dan sesuai. Adapun aspek-aspek yang dianggap masih belum sesuai 
dan berakibat pada kurang optimalnya implementasi kebijakan penanganan 
sampah di Kota Semarang, yakni mengenai ketepatan kebijakan; ketepatan target; 
serta ketepatan proses. Sedangkan aspek ketepatan pelaksanaan dan ketepatan 
lingkungan sudah berjalan baik dan sesuai dalam mendukung pelaksanaan 
kebijakan penanganan sampah di Kota Semarang. 
 Hal yang dianggap belum sesuai berdasarkan penelitian yang telah 
dijalankan adalah mengenai tujuan dan kejelasan isi dari kebijakan yang 
tercantum dalam pasal 24 s/d 29 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 belum 
tersosialisasikan dengan baik kepada seluruh lapisan masyarakat sehingga masih 
banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang kebijakan penanganan 
sampah ini. Di samping itu, penetapan target sebenarnya sudah sesuai yaitu 
masyarakat Kota Semarang, tetapi respon dari sebagian masyarakat Kota 
Semarang dinilai tidak terlalu baik karena masih banyak masyarakat yang tidak 
melakukan pengolahan sampah dan masih banyak yang membuang sampah tidak 
pada tempatnya seperti amanat yang tercantum di dalam Perda. Permasalahan 
lainnya  terletak pada ketepatan proses yang berisi fenomena penerimaan 
masyarakat. Permasalahan ini terjadi karena pola pikir masyarakat yang masih 
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belum terlalu maju dalam hal pengolahan sampah sehingga masyarakat belum 
dapat membantu Dinas Lingkunga Hidup Kota Semarang secara optimal.  
 Faktor yang dianggap sebagai faktor pendorong dalam implementasi 
kebijakan penanganan sampah di Kota Semarang, yaitu karakteristik agen 
pelaksana,  hubungan antar organisasi, disposisi implementor. Karakteristik yang 
dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup selaku implementor dinilai sudah baik 
karena struktur birokrasi dari Dinas sudah cukup jelas dan terbagi sesuai urusan 
masing-masing, khususnya dalam pelaksanaan kebijakan penanganan sampah di 
Kota Semarang, wewenang diberikan kepada seksi operasional bidang 
pengelolaan sampah dan dibantu dengan UPTD TPA Jatibarang untuk tahap 
pemrosesan akhir sampah. Faktor lain yang menjadi faktor pendorong kebijakan 
penanganan sampah di Kota Semarang ialah hubungan antar organisasi yang 
terjalin yaitu antara Dinas Lingkungan Hidup dengan PT Narpati Karya Cipta 
Agung yang dimana melaksanakan kerjasama yang baik dan saling 
menguntungkan satu sama lain dengan cara pengambilan sampah oleh PT.Narpati 
di lahan buang TPA Jatibarang setiap harinya sebanyak 350 ton yang kemudian 
diolah lagi menjadi pupuk organik yang memiliki nilai jual. Disposisi 
implementor menjadi sebuah faktor pendorong kebijakan penanganan sampah di 
Kota Semarang karena adanya respon positif  Dinas Lingkungan Hidup dalam 
rangka mengoptimalkan kebijakan ini melalui berbagai pembaruan teknologi 
pengelolaan sampah. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup juga sudah memahami 
kebijakan ini karena Dinas Lingkungan Hidup juga menjadi perumus kebijakan 
ini. 
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 Kemudian, faktor yang dianggap sebagai faktor penghambat dalam 
implementasi kebijakan penanganan sampah di Kota Semarang diantaranya 
adalah sasaran kebijakan, sumberdaya dan  kondisi sosial dari masyarakat Kota 
Semarang. Sasaran kebijakan penanganan sampah di Kota Semarang adalah 
masyarakat Kota Semarang. Dalam hal penanganan sampah, kondisi sebagian 
masyarakat di Kota Semarang masih dapat dikatakan belum siap dalam menerima 
kebijakan ini dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum turut 
berpartisipasi aktif dalam kebijakan ini. Sumberdaya. Sumberdaya manusia 
menjadi faktor penghambat kebijakan penanganan sampah di Kota Semarang 
dikarenakan jumlah sumber daaya manusia, khususnya pada UPTD TPA 
Jatibarang yang hanya memiliki 18 pegawai untuk mengurus jumlah sampah 
sebanyak 850 ton yang masuk setiap hari ke TPA Jatibarang. Jumlah yang 
terbatas ini mengakibatkan kurang optimalnya penanganan sampah di TPA 
Jatibarang. Sedangkan sumber daya non manusia, yaitu fasilitas sangatlah 
dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan kebijakan penanganan sampah di Kota 
Semarang. Keberadaan TPS, Bak Sampah dan TPST yang terbatas mengakibatkan 
terhambatnya pelaksanaan kebijakan penanganan sampah dalam proses 
pengumpulan dan pengangkutan sampah. Kebijakan penanganan sampah ini 
ditujukan untuk masyarakat Kota Semarang, tetapi dalam pelaksanaannya juga 
seharusnya melibatkan peran aktif dari masyarakat. Pada kenyataannya, masih 
banyak masyarakat yang belum siap untuk menerima kebijakan ini  karena 
kondisi masyarakat yang belum memiliki pengetahuan cukup. Peran masyarakat 
yang seharusnya dapat mengurangi penggunaan sampah dengan cara pengelolaan 
215 
 
 
 
secara terpadu dengan sistem reuse, reduce dan recycle juga dinilai masih sangat 
minim. Di samping itu, kebiasaan masyarakat yang seringkali membuang sampah 
tidak pada tempatnya akan menyulitkan proses pengangkutan sampah yang 
dilakukan oleh petugas kebersihan. 
5.2. Saran 
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara terhadap permasalahan mengenai 
implementasi Kebijakan Penanganan Sampah di Kota Semarang, maka penulis di 
sini memberikan rekomendasi : 
1. Dinas Lingkungan Hidup harus memberikan sosialisasi secara merata dan 
mendalam tentang kebijakan Penanganan sampah agar seluruh lapisan 
masyarakat dapat mengetahui adanya kebijakan ini dan memahami dengan 
benar tanggung jawab yang dimiliki oleh masyarakat. 
2. Penambahan jumlah TPS dan Bak Sampah pada Kecamatan-kecamatan yang 
masih memiliki  TPS dan Bak Sampah dengan jumlah yang sangat sedikit 
guna menunjang proses pengumpulan dan pengangkutan sampah dari TPS 
setempat menuju ke TPA.   
3. Pembangunan dan Pengaktifan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu di 
setiap Kelurahan di Kota Semarang, serta dibutuhkan adanya pendampingan 
dalam pengelolaan sampah secara 3R (reuse, reduce, recycle) oleh pihak 
Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. Keberadaan TPST di Kota 
Semarang harus diaktifkan kembali dan dibangun dengan sistem per 
Kelurahan, dimana penampungan sampah dan pengolahan sampah dilakukan 
di sini sehingga keberadaan TPST dengan jumlah yang banyak ini dapat 
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memberikan dampak yang positif bagi permasalahan jumlah produksi sampah 
di Kota Semarang. 
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